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PENYESUAIAN TARIF RETRIBUS] TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TE;H\GHH.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tabhun
1999 tentang Retribusi Terminal dan  berdasarkan Undang-
Undang Neomor 28 Talmn 2009 tentang Psajek Deerah dan
Retribus! Daerah, maka tarif retrlbusi terminalsesat i tdek
sesuai lagi, schingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan
index harge dan perkembangan perskonomian daerah;

bahwa berdaserkan pertimbangan ssbagaimana dimaksud pada
aruf g perly  menetapkan Peratran Bupaeti tentang
Penyesuaian Tarif Retribusi Terminal.

Undang-Undang Nomor & Tehun 1958 tentang Penctapan
Undang-Undang Datrurat Nomor 23 Tahunr 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negeara
Talin 1958 Nomor I11, Tambahan Lembaran Negara 1643}

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ientang Hukuim Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694,

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buri dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat jo Undang-Undang Nomor & Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggaara Barat (Lembaran Negara Tahun
2000 HNomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3896);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lemmbaran Negara Nomor 4286),
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Undang-Undang Nemer 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat
dan Kabupeten Kepulauan Aru di Provinsi Mahio [Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Noemor 4355)

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan amtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jalan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 28 Tghun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dzerzh |[Lembaran Negara Tahan 2006 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049);

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalulntas
dan Angloatan Jalan (Lembaran Negara Tabun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023);

Uﬁdang— Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nothot 82, Tambahern Lembaran Negara Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daersh (Lembaran NZgara Tehun 2014 Nomor 244, tembahan
Lembaran Negara Nomor 53587) scbagaimane diubah beberaps
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pernerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58 tambahan Lembaran Nepara Nomotr 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wila'yah Kolta Madya Daerah Tingkat I} Ambon {Lemn batan
Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Jalan
{Lembaran Negara Tahun 2006 Nemor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4653);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2011
Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lali Lintas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 61)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Anglkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 20l4 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5554);

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peratirran Petnerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pxana
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(Lembaran MNegara Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lernbaran
Negara Nomor 5772);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negarz Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20385,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Terminal Peowmpang Anglamkan Jalan ([Berita
Negara Repubhk IndenesiaTahun 2015 Nomor 1295).

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun
19859 tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipid;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07 Tahun
2009 tentang Rewribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Maiuku Tengah Tahun 2009 Nomor 35)

Pergturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomeor 12
Tahun 1999 teptang Tempat khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Majuku Tengah Takun 1599}

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kebupaten Maluku Tengah(Lembaran Dacrah Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

Peraturan Bupat! Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tate Kerja Dinas Decrah
Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupatenn Maluku
Tengah Tahun 201 &€ Nomor 265),

BUPATI MALUKU TENGAII

MEMUTUSKAN -

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

TERMINAL

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupali ini ditetapkan penyesuaian tarif Retnbusi Terminal

Pasal 2
Penyesuaian Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah
sebagai berikut :
TARIF |
No JENIS RETRIBUSI RETRIBUSI KETERANGAN
i 2 3 4
a | Mobil Angkatan Umum -
- Mobhil Penumpang dengan kapasitas s/d 8 Rp. 2000,- Per setiap kali
tempat duduk masuk
- Bus Keril denpan kapasitas 9 s/d 15tempat Rp. 3000,-
duduk




